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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMA]i-

NOMOR 13 TAHUN 2000 %
TENTANG

SUMBER PENDAPAT&N DAN KEEAYAAN éESA

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Hﬁﬂ

BUPATI DEMAK,
bahwa untuk meningkatkan paﬁbinaan penyeleng-
garaan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan
berhasil guna sesual dengan pai:;mbangan pemerin-
tahan dan pembangunan perlu gers menetapkan

- ketentuan-ketentuan tentang Euﬁber Pendapatan dan-

Kekayvaan Desa; 4
'5
bahwa untuk maksud tersebut di‘atas, rerlu diatur

dengan Peraturan Dasrah . ?
£

' Undang-undang Nomor 13 Tahun 1350 tentang Pemben-

" tukan Dasrah-daerah Kabupatenx Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah ; :

!

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran ‘Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Heipra-Nomar 3838) ;

i
Undang-undang Nomor 25 Tshun 1989 tentang Perim-
bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1899 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor (3848) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 iahun 1976 . tentang

;_Perluasan Kotamadya Dasrah Tiﬁ&kat II Semarang
. (Lembaran HNegara Tahun 1976 Hagmor 25, Tambshan

f Lembaran Negara Nomor 3079) ; i

. Peraturan Menterl Dalam Hegeri?ﬂnmor 1 Tahun 1982

! tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
@ Pengurusan dan Pengawasannya;

Peraturan Menteri Dalam Hsseriiﬁomnr 4 Tehun 1999
tentang Pencabutan Beberapa P&éﬁandanri mengenal

| pelaksanaan Undang-undang HcmF:r 5 Tahun 1979

tentang Pemerintahan Duua H

b
7. Keputusan .....
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Menetapkan :

2 o

£
T‘-Raputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
. 1999 tentang Petunjuk Pelaksanian dan Penyesualan
Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

. Desa dan Kelurahan ; : ¥

o i
8. Keputusan Menteri Dalam Nesaﬁi Nomor 64 Tahun
; 1998 tentang Pedoman Umum Pengeturan Mengenai
' Desa ; : :

! [
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7  Tahun
| 2000 tentang Pedoman Pemhentukdh Badan Perwakilan

. Desa ; p

flﬂﬁ Peraturan Dserah Kabupaten Bem&k Nomor 8 Tahun

f 2000 tentang Susunan ﬂrnania&éi dan Tata Kerja
, Pemerintah Desa ; @

11 Peraturan Daerah Kabupaten /Demak Nomor 11

_Tahun 2000 tentang Peraturan Desa .

%
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i Dengan peruetuJ'an
DEWAN PERWRKIL&H RAKYAT DAE KABUPATEN DEMAK

: MEMUTUSEKAN 4 _
b :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN D TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA. f.;
1 BAB I b
KETENTUAN UMUM |
Pasal 1 %

] B

3 g
Dalam Peraturan Daerah ini yang d%maksud dengan :
aj Daerah adalah Eabupaten Damak.%
b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta

| Perangkat Daerah Otonom vang lain. sebagai Badan
{ Ekeekutif Daerah ; 1

o Bupati adalah Kepala Daersah Eaﬁupaten Demak ;

d. Desa adalah kesatuan masyaéhkat hukum  yang
 memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
! kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
. usul dan adat istiadat setempati yang diakui dalam
gistim Pemerintahan Nasional ddn berada di Daerah
Kabupaten ;

e. Badan Perwakilan Desa yang }lanJutnya disebut
" BPD adalah Badan perwsakilan ﬂang terdiri atas
| pemuka-pemuka masyarakat yang|ada di Desa yang
. berfungsi mengayoml adat jttiadat, membuat
peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspira-
i 81 masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggarsaan Pemerintahan a ;

Lurah ....

o



£

e A e i

3

Lurah Desa adalah pejabat yani_ memimpin penye-

- lenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggungja-

. wab kepada rakyat melalui BPFD 5

b &3
i

h.

L

Pemerintah Desa adalah Luraﬁ_ﬂaaa dan Pamong
Desa ; i

Pemerintahan Desa adalah kagiatan pemerintahan

. yang dilaksanaksn oleh Pemerintah Desa dan BPD;

‘i

i

(ﬁ}

(3)

ey PR L PR S S

Peraturan Desa adalah semua peﬂ&turan yang dite-
tapkan oleh Lurah Desa setelah mﬂndnpatknn parae—
tujuan BFD . %
BAB II |
SUMEBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGUASAAN DAN PEHGﬂT&EﬂNHYﬂ
Baglan Eartam;
Sumber Pendapatan dan Kdkayaan Desa
: Pasal 2 ?

Sumber pendapatan Desa terdiri dari atas :

8. Pendspatan Asli Desa;

b. Bantuan darl Pemerintah K&buPﬂten,

¢. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Pro-
pinsi;

d. Sumbangan dari pihak ketigs;

e. Pinjamen Desa. X

& :

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud ayat

(1) huruf a Pasal ini, tardiri dari :

. hagil usaha Desa ; i

hasil kekayaan Desa ; ﬁ

hasll swadaya dan partisipﬂai g

hasil gotong rovong ; i

lain-lain pendapatan asli %Psa vang sah .

T L0 o®

Eantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf h }naal ini terdiri

dari :

a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi
Daerah ; Ey

b. bagian dari dana perimbangan keuasngan Pusat
dan Daerah yang diteri i. oleh Pemerintah

Eabupaten ;
¢. bagian dari dana perimhanian keuangan antar
Desa. f

£
;

Pasal 3 |

Sumber Pendapatan Desa uebqaaimana dimaksud
Pasal 2 dikelola melalui Anggdran Pendapatan dan
Belanja Desa . P

#
H2) Sumber .......
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Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan
dikelola oleh Desa ditetapkan dalam Peraturan
Daerah dan tidak dibenarkan diambil alih oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah .

Pasal 4 |
a
Kekayaan Desa sebagaimana dim&kaud Pasal 2 ayat
(2) huruf b terdiri dari
a. tanah desa ; 5
b. pasar desa ; . £
c. bangunan desa : S :
d. obyek rekreasi yang diurus ioleh Desa :
e. pemandian umum yang diurus joleh Desa ;
f. hutan desa ; E
€. perairan/pantai dalam bataes tertentu yang
diurus oleh desa ; 1
h. tempat-tempat pemancingan di eungai ~ yang

dikelola Desa ; &

i. pelelangan ikan yang dikelQla desa :

J. Jalan desa ; i

k. BUMDesa ; ¢

1. lain-lain kekayaan milik dasa dan yang dikua-
sai oleh Desa. 3

1

Tanah-tanah Desa sehaaaimana dimﬂkuud ayat (1)
huruf a dilarang untuk dilim an atau diserah-
kan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk
kepentingan proyek-proyek =pemhanﬁunan vang
ditetapkan dengan Peraturan Desa .
/
Peraturan Desa dimakesud ayaq (2), ditetapkan
Jika Desa yang bersangkutan telsh memperocleh :
a. ganti tanah yang senilai c}engan tanah diha-
pus ; ]
b. penggantian berupa uang yaﬁg digunakan untuk
membeli tanah lain yang senilai ;
c. ijin tertulis dari Bupati

Hasil Kekayaan Desa sebagaimsna dimaksud ayat
(1) pengelolaannya dilaskukan joleh Desa dengan
Peraturan Desa .

B
=
&

Pasal 5 1}

Pemberdayaan potensi dalam muﬂingkatkan Pendapa-
tan Desa dapat dilskukan dengan pendirian Badan
Usaha Milik Desa dan melakukarf pinjaman .
]

Ketentuan tentang pendirian Badan Ussha milik
Desa dan tata cara melakukan ginjaman sebagaima-
na dimaksud ayat (1) diuturr dengan K&putuaan
Bupati. :

T e T T 1 e
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Pasal 6 P

(1) Sumber Pendapatan Daerah ynﬂg berada di Desa

baik pajak maupun retribusl ydng sudah dipungut
oleh Kabupaten tidak dibenarksn adanya pungutan
tambahan oleh Pemerintah Deaa*
; ﬁ
(2) Sumber Pendapatan Daerah sehagaimana dimaksud
! dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang
bersangkutan dengan pembazia% secara proporsi-
. onal dan adil . :

- el

o

+

'

Pasal 7

1 i
Dalam hal Desa belum/tidak memiliki tanah yang dapat
dijadikan sumber pendapatan Desa, Pemerintah Kabupa-
ten berkewajiban mengusahakan Sumbler Pendapatan dan
kekayaan Desa melalul dana perimbangan keuangan
antar Desa. ¢ ;

Pasal 8

Ketentuan mengenai dana perimban;. keuangan antar
Desa akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

g -
i Bagian Kedua |

Pengurusan dan Pengesfgasan

¢ Pasal 9
Pénguruaan Sumber pendapatan da kekayaan desa
dilakukan oleh Pemerintah Desa dar hasilnya menjadi
péndapatan Desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya
unttuk penyelenggaraan pamarintnhan pembangunan dan
kamasyar&katan di Deesa . ;

i ; Pasal 10
patan Desa sebagaimana dimakaud Pasal 2 ditetap-

kan dengan Peraturan Desa dan berlaku setelah
mendapat persetujuan dari BPD :
E

(1) Besarnya hasil yang dipﬁrolahiﬂari Sumber Penda-

{ﬁ} Basarnyﬁ penghasilan yang dipéraleh darl sumber-
. gpumber pendapatan Desa dimakeud Pasal 2 ayat (3)
i huruf a diatur tersendiri leh Bupati.

Pasal 11

S LA TH s

Pﬁngawasan terhadap penggunaan dar pengurusan Sumber
Pendapatan dan kekayaan Desa dimeksud Pasal 2

. dilakukan oleh Bupati atau padaha?.lain vang ditun-

qu olehnya .
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BAB III
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 12 :

( } Seluruh kekayaan dan Bumbarj;umhar penﬁapntan
vang menjadi milik Desa dengan berubahnya status
Desa menjadi EKelurahan, diaeqahkan dan menjadi

% milik Pemerintah Kabupaten . [

i S
(2) Eekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagaima-
. na dimaksud ayat (1) dikelol§ melalui Anggaran
. Pendapatan dan Belanja Daerah {dengan memperhati-
| kan kepentingan Kelurahan yan%ﬁharsangkutqn .

|‘-

BAE IV §
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13 é :

y -
Dengan berlakunya Peraturan Daeraﬁfini, maka semua
ketentuan yang mengatur mengenai. Sumber Pendapatan

A dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya vang

bqrtantangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan

' Daerah ini dinyatsakan tidak berlaku lagi

S,

=T -

+ R

3 BAB V !

§ KETENTUAN LAIN-LAIN

: Pasal 14
Hal-hal vang belum diatur dalam P%r&turan Daerah ini
sspandang mengenai pﬂlaksanaannya;nkan diatur lebih
lanjut oleh Bupati . ¥

¥

?

g ~ BAB VI
KETENTUAN PENUTU
' : : Pasal 15 ¥

i

Pdraturan Daerah ini mulai herLaku pada tanggal
diundangkan 3 ;

i Agar setiap orang mensetahjinya memerintahkan

péngundangan Peraturan Dserah ini dengan penempa-
t&nnya dalam Lembaran Daserah Kahuqatmn Demak .

£
K

: Ditetap di Demak

i pada tanggal 1 Juli 2000

BUPATI %EM&K

H. DJOKO wémx SUWITO, S.IP
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PENJELASAN !
ATAS '
PERATURAN DAERAH KABUPATEN D
NOMOR 13 TAHUN 2000 I
TENTANG fe
'SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DEEA

I. PENJELASAN UMUM E

Dalam rangka menjsmin kelancaran dal&nnya Pemerintahan
Desa, Desa memiliki sumber pembiayaan hErupé pendapatan Desa,
bantuan Pemerintah dan pemerintah Daerah, pendapatan lain yang
sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

] a
Untuk mengelola sumber pendapatan 4an kekayaan Desa
tersebut secara berdaya guna dan bermanfaaﬂ bagi pembangunsan

Desa serta. guna meningkatkan kesed&hter&any masyarakast Desa,
maka aumbsn pendapatan Desa ini perlu datﬂr sebaik mungkin
mengenai peﬁﬂsunﬂannyn

Bard&aurknn Pasal 107 ayat (1) Undadk—undana Nomor 22
Tahun 1999‘tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 57 ayat (1)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka ipangaturan menge-
nai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Dasa* perlu ditetapkan
dengan FernEUPun Daerah.

T ST HAE

1f. PENJELAﬁAN:PAEHL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d ;
Pasal 15 : Cukup jelas. 4
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